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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L

o
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Blitar.

Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.

Bupati adalah Bupati Blitar.

Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan
pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk
penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud
persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pe‘merintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal
dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

: BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan sebagian kewénangan di

bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

(1)

Pasal 3
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu untuk memberikan
landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
Tujuan .ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu untuk meningkatkan
pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan guna menyederhanakan

proses pelayanan,



